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Notaris dan PPAT memiliki peran yang sangat besar didalam melayani masyarakat agar 

terciptanya kepastian hukum khususnya berkaitan dengan keperdataan. Notaris/PPAT 

merupakan sebuah jabatan yang melekat pada diri perseorangan yang dapat dijatui putusan 

pailit, Pailit sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kondisi debitor yang tidak membayar 

beberapa utang yang telah jatuh tempo. di Indonesia Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai kondisi keuangan debitor sebagai syarat 

untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga. Bahwa konsep kepailitan yang ada 

didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hanya 

memiliki akibat hukum terhadap dicabutnya kewenagan debitor untuk menguasai dan 

mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit akan tetapi kepailitan terhadap 

jabatan Notaris/PPAT tidak hanya kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus 

kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit saja akan tetapi mengakibatkan 

Notaris/PPAT kehilangan jabatannya meskipun proses pailit itu telah berakhir sehingga 

dalam hal ini Notaris/PPAT tersebut dianggap tidak cakap dan tidak berwenang lagi 

terhadap jabatannya. Oleh karena itu penelitian ini menekankan pentingnya keadilan dan 

kepastian hukum terhadap jabatan Notaris/PPAT dalam proses kepailitan. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait pemberhentian jabatan 

Notaris/PPAT yang diberhentikan dari jabatannya akibat adanya putusan pailit. Penelitian 

ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian 

yang digunakan adalah Reform Oriented (Penelitian Beroreintasi pada perubahan). 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan ada 3, 

yaitu: Primer, sekunder, dan tersier 

Penelitian ini menitik beratkan pada adanya perbedaan akibat hukum yang muncul dari 

adanya putusan pernyataan pailit yang ditunjukan terhadap perorangan dengan akibat 

hukum terhadap jabatan Notaris/PPAT, serta penelitian ini juga mengkaji bagaimana 

kedudukan jabatan Notaris/PPAT yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah 

mengajukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Rehabilitasi memiliki tujuan untuk 

mengembalikan keadaan debitor seperti semula mendapatkan kecakapan hukum untuk 
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melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap hartanya, akan tetapi upaya rehabilitasi 

tidak membuat seseorang kembali memiliki jabatan sebagai Notaris/PPAT, karena konsep 

rehabilitasi hanya ditunjukan terhadap pemulihan kewenangan terhadap harta pailit bukan 

pemulihan jabatan. Tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan jabatan Notaris/PPAT 

yang telah menyelesaikan proses pailit menimbulakan ketidak adilan dan ketidak pastian 

hukum. 

Hasil Penelitian: Pertama, Konsep utang yang ada didalam kententuan Pasal 1131 

KUHPerdata sendiri ialah segala harta kekayaan milik debitor baik yang sudah ada maupun 

yang akan ada menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang ada, sehingga yang menjadi 

jaminan dalam perikatan ialah harta kekayaan milik debitor bukan sebuah jabatan. Konsep 

ini menjadi landasan dalam segala pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk 

juga dalam hal kepailitan dan PKPU, serta berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) 

Kepailitan dan PKPU debitor hanya kehilangan hak pengurusan terhadap aset yang dia 

miliki bukan kehilangan jabatan. Kedua, Rehabilitasi dalam Pasal 215 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah pemulihan nama baik debitor 

yang semula dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa 

debitor telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi tidak hanya prosedur administrasi 

yang memiliki tujuan memulihkan nama baik debitor tetapi rehabilitasi memiliki sebuah 

tujuan agar debitor pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta kekayaannya. Dengan 

adanya pemberhentian jabatan Notaris/PPAT akibat putusan pailit tidak membuat 

seseorang yang menjabat sebagai Notaris?PPAT dapat diangkat kembali meskipun telah 

menyelesaikan proses rehabilitasi, karena rehabilitasi dalam penyelesaian proses pailit 

tidak serta merta membuat seorang yang sebelumya diberhentikan sebagai Notaris/PPAT 

dapat  diangkat kembali. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Pemberhentian Notaris/ PPAT, Pailit, Rehabilitasi, 

Dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum seorang Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut (PPAT) merupakan sebuah jabatan yang 

melekat pada diri perseorangan (Naturelejk Person) yang dapat dijatuhi putusan pailit oleh 

pengadilan. Didalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk 

menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal 

putusan pernyataan pailit diucapkan.” Konsep ini sangat berbeda dengan kepailitan yang 

dialami oleh Notaris/PPAT yang mana apabila Notaris/PPAT dijatuhi putusan pailit oleh 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka akan kehilangan pekerjaanya sebagai 

Notaris/PPAT. Hasil Penelitian Pertama : Konsep utang yang ada didalam kententuan 

Pasal 1131 KUHPerdata sendiri ialah segala harta kekayaan milik debitor baik yang sudah 

ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang ada, sehingga 

yang menjadi jaminan dalam perikatan ialah harta kekayaan milik debitor bukan sebuah 

jabatan. Konsep ini menjadi landasan dalam segala pembuatan peraturan perundang- 

undangan termasuk juga dalam hal kepailitan dan PKPU, serta berdasarkan ketentuan Pasal 

24 Ayat (1) Kepailitan dan PKPU debitor hanya kehilangan hak pengurusan terhadap aset 

yang dia miliki bukan kehilangan jabatan. Kedua : Rehabilitasi dalam Pasal 215 Undang- 

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah pemulihan nama baik 

debitor yang semula dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan 

bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi tidak hanya prosedur 

administrasi yang memiliki tujuan memulihkan nama baik debitor tetapi rehabilitasi 

memiliki sebuah tujuan agar debitor pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta 

kekayaannya. Dengan adanya pemberhentian jabatan Notaris/PPAT akibat putusan pailit 

tidak membuat seseorang yang menjabat sebagai Notaris/PPAT dapat diangkat kembali 

meskipun telah menyelesaikan proses rehabilitasi, karena rehabilitasi dalam penyelesaian 

proses pailit tidak serta merta membuat seorang yang sebelumya diberhentikan sebagai 

Notaris/PPAT dapat diangkat kembali. 
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MOTO 

 

Aku mendengar symphony pertarunganku, seluruh dunia dihadapanku 

If my armor breaks, I’ll fuse it back together 

No illusions for better or for worse 

(LINKIN PARK- BATTLE SYMPHONY) 
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